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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Dalam pengimplementasian program ini, apakah menurut 

bapak/ibuk sudah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan 

permenpanrb no 17 tahun 2021? 

2. Bagaimana strategi yang digunakan dalam melaksanakan 

penyetetaraan jabatan? 

3. Selama proses implementsi, apakah bapak/ibuk menemukan kendala 

dalam hal pelaksaaan program penerapan peraturan permenpanrb no 

17 tahun 2021 mengenai penyetaraan jabatan ini? 

4. Solusi apa yang dilaksanakan untuk menjawab kendala dalam hal 

pelaksaaan program penerapan peraturan permenpanrb no 17 tahun 

2021 mengenai penyetaraan jabatan ini? 

 

Nara Sumber : 

1. Kepala Pelaksana / Ani Supiani (AS)  

2. Kasubag Umum dan Kepegawaian / Rita Rosalina (RR)  

3. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda / Usid Suchlas (US)   

4. Perencana Ahli Muda / Maulana Ahmad Suhandi (MAS)   

5. Staf BKPSDM /Derry (DS) 

 

  



HASIL WAWANCARA 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 2 3 

1. Dalam pengimplementasian 

program ini, apakah menurut 

bapak/ibuk sudah sesuai 

dengan ketentuan dalam 

peraturan permenpanrb no 17 

tahun 2021? 

pada penerapanya, 

penyetaraan jabatan 

administrasi ke jabatan 

fungsional di Badan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Ciamis 

menenimbulkan gejolak dari 

PNS yang ada di Kabupaten 

Ciamis termasuk yang ada di 

Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah karena ada 

beberapa pejabat fungsional 

hasil penyetaraan jabatan 

mengeluhkan tidak 

mendapatkan kursi 

subkoordinator yang 

disebabkan ketidaksesuaian 

jabatan fungsional hasil 

penyetaraan (AS) 

  Mekanisme penetapan 

jabatan fungsional di 

Kabupaten Ciamis terkesan 

mengejar deadline, sehingga 

menyebabkan kesalahan 

dalam penentuan dan 

penempatan jabatan 

fungsional. Jabatan 

fungsional yang diemban 

hasil penyetaraan jabatan 

tidak sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi (RR) 

  pelaksanaan penyetaraan 

jabatan administrasi ke 

jabatan fungsional di 

Kabupaten Ciamis 

menimbulkan permasalah 

 



1 2 3 

  yakni belum terbangunnya 

sistem kerja dan tata laksana 

dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi. Akan tetapi, pejabat 

fungsional hasil penyetaraan 

dituntut harus segera 

menyesuaikan sistem 

kerjanya melalui 

penyempurnaan mekanisme 

kerja dan proses bisnis 

birokrasi yang berorientasi 

pada percepatan 

pengambilan keputusan dan 

perbaikan pelayanan publik  

(MAS) 

  Mekanisme penetapan 

jabatan fungsional di 

Kabupaten Ciamis terkesan 

mengejar deadline, sehingga 

menyebabkan kesalahan 

dalam penentuan dan 

penempatan jabatan 

fungsional. Jabatan 

fungsional yang diemban 

hasil penyetaraan jabatan 

tidak sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi (US) 

  Implementasi Permenpan 

RB Nomor 17 Tahun 2021 

di Kabupaten Ciamis 

memang terkesan 

dipaksakan, namun 

bagaimanapun itu sudah 

menjadi kebijakan yang 

dikeluarkan dan sudah 

disahkan oleh pemerintah 

dalam hal ini adalah 

Kemenpan RB. Sehingga 

untuk di daerah khususnya 

di Kabupaten Ciamis ada  



1 2 3 

  sebagian eselon IV yang 

merasa dirugikan dengan 

adanya peraturan ini (DS) 

2. Bagaimana strategi yang 

digunakan dalam 

melaksanakan penyetetaraan 

jabatan? 

a. Komunikasi 

dalam hal implementasi 

Permenpan RB Nomor 17 

Tahun 2021 di lingkungan 

Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten 

Ciamis, komunikasi dengan 

pihak Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia selalu dilakukan 

secara konstan karena pada 

dasarnya belum semua pihak 

memahami tentang 

diterapkannya Permenpan RB 

Nomor 17 Tahun 2021 untuk 

para Pegawai Negeri Sipil (AS) 

  implementasi Permenpan RB 

Nomor 17 Tahun 2021 di 

lingkungan Badan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Ciamis, 

sudah dilaksanakan dengan 

selalu berkomunikasi dengan 

pihak Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia karena pihak kami 

belum sepenuhnya memahami 

tentang diterapkannya 

Permenpan RB Nomor 17 

Tahun 2021 untuk para 

Pegawai Negeri Sipil (RR) 

  kami selaku pemangku jabatan 

fungsional baru selama ini terus 

melakukan koordinasi dengan 

bagian kepegawaian Ba dan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah un tuk  

 



1 2 3 

  meminta kejelasan tentang 

tugas pokok dan fungsi jabatan 

fungsional yang baru (US) 

  implementasi Permenpan RB 
Nomor 17 Tahun 2021 pada 
dasarnya bagus, tapi untuk 
pelaksanaannya saat ini belum 
berjalan dengan baik. Makanya 
kami para pemangku jabatan 
secara kontinyu melakukan 
koordinasi dengan pihak 
BKPSDM Kabupaten Ciamis 
dengan melalui Kasubag 
Umum dan Kepegawaian 
BPBD Kabupaten Ciamis 
(MAS) 

  kami dari pihak Badan 
Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia selalu menerima dan 
melayani komunikasi dari 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah, bukan hanya 
dari BPBD saja tapi hampir 
semua isntansi pemerintah yang 
berkaitan langsung dengan 
diterapkannya Permenpan RB 
Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan 
Administrasi Ke Dalam Jabatan 
Fungsional di wilayah 
Kabupaten Ciamis (DS) 

 b. Sumber Daya Sumber daya manusia yang ada 

di Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah untuk saat ini 

masih membutuhkan beberapa 

arahan dan masukan dari 

bagian kepegawaian dan juga 

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia dalam pelaksanaan 

Permenpan RB Nomor 17 

Tahun 2021 agar tingkat  



1 2 3 

  kesalahan bisa di tekan 

seminimal mungkin. Karena 

Permenpan RB Nomor 17 

Tahun 2021 masih termasuk 

produk kebijakan baru yang 

disahkan oleh pemerintah 

sehingga belum semua pegawai 

memahami dari aturan tersebut 

(AS) 

  untuk sumber daya manusia 

yang ada di Badan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah pada dasarnya sudah 

siap melaksanakan Permenpan 

RB Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Penyetaraan Jabatan 

Administrasi Ke Dalam Jabatan 

Fungsional hanya diperlukan 

arahan dan masukan tentang 

tata cara yang benar dari 

pelaksanaan aturan tersebut 

(RR) 

  untuk pelaksanaan Permenpan 

RB Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Penyetaraan Jabatan 

Administrasi Ke Dalam Jabatan 

Fungsional sumber daya 

manusia yang ada di Badan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Ciamis 

sudah siap, namun diperlukan 

arahan dan sosialisasi tentang 

kebijakan tersebut, sehingga 

kami selaku pemangku jabatan 

fungsional bisa memahami 

maksud dan tujuan dari 

Permenpan RB tersebut (MAS) 
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  pelaksanaan Permenpan RB 

Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan 

Administrasi Ke Dalam Jabatan 

Fungsional, untuk sumber daya 

manusia yang ada di Badan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Ciamis 

belum sepenuhnya siap, karena 

masih diperlukan arahan dan 

sosialisasi, sehingga para 

pemangku jabatan fungsional 

bisa memahami maksud dan 

tujuan dari Permenpan RB 

tersebut. (US) 

  implementasi Permenpan RB 

Nomor 17 Tahun 2021 pada 

dasarnya bagus, tapi untuk 

pelaksanaannya saat ini belum 

berjalan dengan baik. Makanya 

kami para pemangku jabatan 

secara kontinyu melakukan 

koordinasi dengan pihak 

BKPSDM Kabupaten Ciamis 

dengan melalui Kasubag 

Umum dan Kepegawaian 

BPBD Kabupaten Ciamis 

(MAS) 

  implementasi Permenpan RB 

Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan 

Administrasi Ke Dalam Jabatan 

Fungsional masih perlu adanya 

sosialisasi agar sumber daya 

manusia yang ada di Badan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Ciamis siap, 

untuk itu kami sudah 

menjadwalkan pelaksanaan 

sosialisasi untuk semua SKPD  



1 2 3 

  termasuk Badan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah guna memberi 

pemahaman tentang kebijakan 

tersebut, sehingga tidak ada lagi 

pemahaman yang salah dari 

para pemangku jabatan 

fungsional yang baru (DS) 

 c. Disposisi Disposisi tentang pelaksanaan 

Permenpan RB Nomor 17 

Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan 

Administrasi Ke Dalam Jabatan 

Fungsional sudah kami 

laksanakan dengan menjalin 

kerjasama dengan Badan 

Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Ciamis dan hal 

tersebut mendapat respon 

positif. (AS). 

  Implementasi Permenpan RB 

pada awalnya memang agak 

sulit untuk dipahami, tetapi 

setelah adanya koordinasi dan 

disposisi dari atasan serta 

dilaksanakannya sosialisasi 

dengan mendatangkan 

narasumber dari BKPSDM, 

baru kami memahami maksud 

dan tujuan dari Permenpan RB 

tersebut (RR) 

  Sebagai pelaksana dilapangan, 

kita yang diperintah untuk 

melaksanakan program ini 

dilapangan sudah memahami 

apa yang harus dikerjakan, 

karena sebelumnya sudah 

diadakan sosialisasi dan  



1 2 3 

  pemahaman tentang hal 

tersebut. Gambaran 

pelaksanaannya itu seperti yang 

sudah kita arahkan dan kita 

melaporkan progress 

pelaksanaannya sudah berapa 

persen terlaksana. (MAS) 

  selaku pemangku jabatan yang 

baru, kita diperintahkan untuk 

melaksanakan program ini dan 

apa yang harus dikerjakan. 

Pelaksanaannya itu seperti yang 

sudah diarahkan dan kita 

melaporkan progress 

pelaksanaannya sudah berapa 

persen terlaksana kepada atasan 

langsung (US) 

  guna mendukung Implementasi 

Permenpan RB No. 17 Tahun 

2021, kami melaksanakan 

koordinasi dengan BKPSDM, 

dan dari pihak BKPSDM 

melaksanakan sosialisasi di 

lingkungan BPBD Ciamis 

dengan waktu pelaksanaan 

yang telah disepakati bersama. 

(DS) 

 d. Struktur Birokrasi Pada awalnya penerapan 

Permenpan RB sangat sulit 

untuk diterima oleh para 

pegawai karena adanya 

berbagai perubahan dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi dari jabatannya. Karena 

sebelumnya tidak ada 

sosialisasi atau pengenalan 

tentang peraturan tersebut. Dan 

untuk mengatasinya, pihak 

BPBD melakukan koordinasi 

horizontal dengan dinas atau  



1 2 3 

  SKPD lain yang berkompeten 

dengan penerapan Permenpan 

RB tersebut (AS) 

  Struktur birokrasi dalam 

menunjang pelaksanaan 

Permenpan RB No. 17 Tahun 

2021 memang ada sedikit 

kendala dalam melaksanakan 

koordinasi. Namun berkat 

pertemuan yang sering 

dilaksanakan sedikit demi 

sedikit hal tersebut bisa diatasi 

(RR) 

  Dalam menunjang pelaksanaan 

Permenpan RB No. 17 Tahun 

2021 mengalami kendala dalam 

melaksanakan koordinasi. Dan 

untuk mengatasi hal tersebut 

selalu dilakukan pertemuan 

yang membahas tentang 

maksud dan tujuan memberi 

pemahaman yang lebih jelas 

agar kendala tersebut bisa 

diatasi sedikit demi sedikit 

(MAS) 

  Pelaksanaan Permenpan RB 

No. 17 Tahun 2021 di Badan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Ciamis 

mengalami kendala dalam 

pelaksanakaan koordinasi. 

Untuk mengatasi hal tersebut, 

pertemuan yang membahas 

tentang maksud dan tujuan dari 

Permenpan RB Nomor 17 

tahun 2021 selalu dilaksanakn 

untuk memberi pemahaman 

yang lebih jelas agar kendala 

tersebut bisa diatasi sedikit 

demi sedikit. (US) 
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  Permenpan RB No. 17 Tahun 

2021 tentang Penyetaraan Jabat 

an Administrasi Ke Dalam 

Jabatan Fungsional pada pelak 

sanaannya di Badan Penang 

gulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Ciamis mengalami 

kendala terutama dalam pelaksa 

nakaan koordinasi. Untuk itu, 

kami mengadakan koordinasi 

melalui pertemuan yang memba 

has tentang maksud dan tujuan 

dari Permenpan RB Nomor 17 

tahun 2021 itu agar kendala 

tersebut bisa diatasi. (DS) 

3. Selama proses implementsi, 

apakah bapak/ibuk 

menemukan kendala dalam 

hal pelaksaaan program 

penerapan peraturan 

permenpanrb no 17 tahun 

2021 mengenai penyetaraan 

jabatan ini? 

a. Faktor pendukung 

dalam hal faktor pendukung, 

sebagian besar pegawai yang 

terkena imbas implementasi 

Permenpan RB Nomor 17 

Tahun 2021 mendukung akan 

kebijakan pemerntah tersebut. 

Hal ini terbukti dengan adanya 

sebagian dari pemangku jabatan 

fungsional mempelajari dan 

memahami tujuan dan isi dari 

Permenpan RB Nomor 17 

Tahun 2021 (AS) 

  ada faktor yang mendorong 

berjalannya proses implementa 

si Permenpan RB Nomor 17 

Tahun 2021 dengan adanya 

dukungan dari pemangku 

jabatan fungsional terhadap 

kebijakan tersebut. Bahkan ada 

sebagian dari sebagian dari 

pegawai pemanbgku jabatan 

sudah memahami maksuddan 

tujuan dari adanya aturan atau 

kebijhakan pemerintah tersebut 

(RR) 
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  saya selaku pemangku jabatan 

fungsional karena imbas dari 

Permenpan RB Nomor 17 

Tahun 2021 sangat antusias 

mendukung dan melaksanakan 

aturan tersebut, karena tidak 

semata-mata pemerintah 

mengeliarkan kebijakan kalau 

tidak ada manfaatnya bagi 

pegawai itu sendiri. Salah satu 

manfaat yang bisa dirasakan 

oleh saya adalah dengan adanya 

kenaikan tunjangan jabatan 

yang melekat pada gaji (MAS) 

  selaku pemangku jabatan 

fungsional yang terken efek 

dari Permenpan RB Nomor 17 

Tahun 2021 sangat antusias 

dalam mendukung dan 

melaksanakan aturan tersebut, 

karena dengan diterbitkannya 

aturan tersebut oleh pemerintah 

pasti ada maksud dan tujuannya 

bagi pegawai. Salah satu 

satunya adalah dengan adanya 

tunjangan kesejahteraan bagi 

para pemangku jabatan sesuai 

dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. (US) 
  Permenpan RB No. 17 Tahun 

2021 tentang Penyetaraan 
Jabatan Administrasi Ke Dalam 
Jabatan Fungsional mempunyai 
maksud dan tujuan serta 
manfaat untuk peningkatan 
kesejahteraan pegawai untuk itu 
kami mendukung 
pelaksanaannya. Mulai dari 
diadakannya sosialisasi baik 
secara langsung atau melalui 
zoom yang diperuntukkan bagi 
pegawai yang terdampak dari) 



1 2 3 

  diterapkannya Permenpan RB 

Nomor 17 tahun 2021 di Badan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Ciamis. 

Untuk itu, melalui kegiatan 

tersebut diharapkan mampu 

memberi pemahaman yang 

lebih dan adanya peningkatan 

kesejahteraan bagi pagawai di 

masa yang akan datang (DS 

 b. Faktor Penghambat Kalau untuk faktor yang 

menjadi penghambatnya yaitu 

masih ada beberapa orang 

pegawai yang kurang 

memahanmi dari implementasi 

Permenpan RB Nomor 17 

Tahun 2021 di Badan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Ciamis. 

Sehingga jadi multi tafsir dalam 

memahaminya (AS) 

  Selain masih kurangnya 

pemahaman dari pegawai faktor 

penghambat lainnya masih 

terbatasnya literatur atau 

catatan lain yang menjelaskan 

tugas pokok dan fungsi dari 

masing-masing pemangku 

jabatan fungsional. Bahkan 

setelah kordinasi dengan 

instansi vertikal pun masih 

belum ada kejelasan dan titik 

terang dari jabatan fungsional 

tersebut. (RR) 

  Hambatannya menurut saya 

pribadi yaitu belum terjalinnya 

komunikasi dan koordi nasi 

tentang tugas dan fungsi dari 

jabatan fungsional yang saya 

pegang, dengan kata saya  
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  sendiri belum jelas harus 

bagaimana melaksanakan tugas 

sehari-hari yang sesuai dengan 

Permenpan RB Nomor 17 

Tahun 2021. Apalagi ada faktor 

lain yakni terhambatnya 

kenaikan pangkat saya sendiri 

dengan diberlakukannya aturan 

tersebut (US) 

  Hambatan yang saya alami 

selama ini yaitu belum adanya 

kejelasan tentang tugas dan 

fungsi dari jabatan fungsional, 

selain belum adanya tim penilai 

untuk kenaikan pangkat jabatan 

fungsional sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Permenpan 

RB Nomor 17 Tahun 2021. 

Sehingga dalam pengumpulan 

angka kredit belum ada patokan 

yang jelas. (MAS) 

  ada faktor-faktor yang menjadi 

hambatan dalam pelaksanaan 

Permenpan RB Nomor 17 

Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan 

Administrasi Ke Dalam Jabatan 

Fungsional yaitu belum adanya 

kejelasan tentang tugas dan 

fungsi dari jabatan fungsional, 

selain belum adanya tim penilai 

untuk kenaikan pangkat jabatan 

fungsional. Hal itu kami akui 

dan hanya jabatan-jabatan 

fungsional tertentu yang sudah 

ada tim penilainya. Sehingga 

dalam pengumpulan angka 

kredit dan penilaiannya belum 

ada patokan yang jelas. (DS) 
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4. Solusi apa yang dilaksanakan 

untuk menjawab kendala 

dalam hal pelaksaaan 

program penerapan peraturan 

permenpanrb no 17 tahun 

2021 mengenai penyetaraan 

jabatan ini? 

dalam memaksimalkan 

implementasi Permenpan RB 

Nomor 17 Tahun 2021 yang 

dilakukan di Badan 

Penanggulang an Bencana 

Daerah Kabupaten Ciamis 

kadang terdapat hambatan-

hambatan didalamnya itu kita 

menerapkan solusi dengan 

memberikan motivasi yang dila 

kukan secara intern kepada 

para Pegawai Negeri Sipil agar 

memiliki rasa bersung guh-

sungguh dalam mendukung 

program pemerintah berupa 

pelaksanaan Permen pan RB 

Nomor 17 Tahun 2021 (AS) 

  upaya yang dilakukan dalam 

mengatasi hambatan yang 

muncul dengan memberikan 

motivasi dan juga sosialisasi 

tentang isi dari Permenpan RB 

Nomor 17 Tahun 2021, dengan 

berkoordinasi dan 

mendatangkan tenaga ahli dari 

BKPSDM agar pegawai negeri 

sipil di  Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten 

Ciamis mampu menjadi lebih 

baik dalam melaksanakan isi 

dari Permenpan RB Nomor 17 

Tahun 2021 (RR) 

  adanya sosialisasi dari pihak-

pihak terkait mulai dari pusat 

sampai daerah dalam 

memberikan kejelasan agar 

para pemangku jabatan tidak 

menerka-nerka dalam 

mengumpulkan angka kredit 

kenaiikan pangkatnya. Begitu  
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  juga dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya yang 

sesuai dengan Hambatan yang 

saya alami selama ini yaitu 

belum adanya kejelasan 

tentang tugas dan fungsi dari 

jabatan fungsional, selain 

belum adanya tim penilai untuk 

kenaikan pangkat jabatan 

fungsional sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Permenpan 

RB Nomor 17 Tahun 2021. 

Sehingga dalam pengumpulan 

angka kredit belum ada 

patokan yang jelas (MAS) 

  Solusi untuk mengatasi 

hambatan menurut saya pribadi 

yaitu dengan diadakan 

pertemuan yang membahas 

tentang sosialisasi dari 

Permenpan RB Nomor 17 

Tahun 2021 agar kami tidak 

lagi gelagapan dalam 

melaksanakan aturan tersebut. 

Selain itu adanya kerjasama 

dalam sebuah forum pemangku 

jabatan fungsional (US) 

  upaya yang dilakukan dalam 

mengatasi hambatan yang 

muncul di Badan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Ciamis 

dalam hal implementasi 

Permenpan RB Nomor 17 

Tahun 2021 adalah dengan 

melakukan koordinasi dengan 

BKPSDM dan  
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  saya sudah beberapa kali 

melakukan koordi nasi dengan 

Kasubag Kepegawaiannya 

untuk mengatasi hal tersebut. 

Salah satu hasildari koordinasi 

tersebut adalah adanya jadwal 

untuk pelaksanaan sosialisasi 

dari implementasi Permenpan 

RB Nomor 17 Tahun 2021 bagi 

Pegawai Negeri Sipil 

khususnya di Badan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Ciamis 

(DS) 
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